Volume 6, Nomor 4, Desember 2025

TRANSFORMASI DIGITAL DALAM ADMINISTRASI PUBLIK: PELUANG DAN
TANTANGAN KABUPATEN KAMPAR

Rafis Fajri Jas!, Ayatullah Komeini?, Harapan Tua®

L2Universitas Riau
E-mail : rafis.fajri6081@grad.unri.ac.id®, ayatullah.komeini6166@grad.unri.ac.id?,
harapan.tua@Ilecturer.unri.ac.id®

ABSTRAK

Artikel ini mengkaji transformasi digital dalam administrasi publik di Kabupaten Kampar melalui
implementasi super apps KupieK sebagai pintu masuk utama layanan elektronik daerah. Penelitian
bertujuan menganalisis kebijakan dan desain kelembagaan SPBE daerah, mengidentifikasi
peluang peningkatan kualitas tata kelola dan pelayanan publik, serta memetakan hambatan
implementasinya. Pendekatan yang digunakan adalah studi kasus kualitatif dengan teknik studi
dokumen dan observasi terhadap pemanfaatan KupieK dan aplikasi pendukungnya. Data dianalisis
secara tematik mengikuti tahapan kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.
Temuan menunjukkan bahwa KupieK berkontribusi pada simplifikasi prosedur, peningkatan akses
layanan, transparansi proses, dan pemanfaatan data untuk pengambilan keputusan. Namun,
keberhasilan transformasi digital dibatasi oleh disparitas infrastruktur TIK, keterbatasan literasi
digital masyarakat, kapasitas aparatur yang belum merata, serta isu interoperabilitas dan keamanan
data. Studi ini menegaskan bahwa transformasi digital di Kabupaten Kampar telah mengarah pada
paradigma Digital-Era Governance, tetapi masih memerlukan penguatan tata kelola data,
koordinasi antar-OPD, dan strategi inklusif agar manfaat layanan digital dirasakan secara lebih
merata. Implikasi kebijakan mencakup kebutuhan penyusunan roadmap SPBE yang terintegrasi,
investasi berkelanjutan pada infrastruktur dan kapasitas SDM, serta mekanisme evaluasi berbasis
data penggunaan layanan.

Kata Kunci : Transformasi Digital, Administrasi Publik, Pelayanan Publik, Pemerintahan
Digital, Kupiek
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PENDAHULUAN

Transformasi digital telah menjadi salah satu agenda utama reformasi administrasi publik
di berbagai negara. Pemerintahan tidak lagi dipandang sebagai birokrasi yang hanya bekerja
dengan dokumen kertas, tatap muka, dan prosedur manual, tetapi dituntut beradaptasi dengan
pemanfaatan teknologi informasi dalam seluruh siklus pelayanan publik. Di Indonesia, arah
perubahan ini secara formal diperkuat melalui Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang menegaskan kewajiban instansi
pemerintah untuk menyelenggarakan proses bisnis pemerintahan dan pelayanan publik secara
elektronik dan terintegrasi.

Selanjutnya, pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang
Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional yang menjadi kerangka dasar
integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur, aplikasi, serta keamanan SPBE pada
tingkat nasional, kementerian/lembaga, dan pemerintah daerah. Arsitektur ini dimaksudkan untuk
memastikan bahwa transformasi digital tidak lagi berjalan parsial per sektor, tetapi terpadu dan
menyeluruh, sehingga layanan administratif dan layanan publik dapat diakses secara digital
dengan standar yang lebih seragam di seluruh Indonesia.

Secara nasional, hasil Evaluasi SPBE Tahun 2023 yang diumumkan Kementerian PANRB
menunjukkan bahwa rata-rata Indeks SPBE Indonesia mencapai 2,79 dengan predikat Baik dari
621 instansi pemerintah pusat dan daerah yang dievaluasi. Angka ini menggambarkan kemajuan
signifikan dibandingkan fase awal penerapan SPBE, tetapi sekaligus menandakan bahwa kualitas
transformasi digital di pemerintahan masih berada pada tingkat menengah dan perlu terus
ditingkatkan.

Jika dilihat lebih rinci, laporan pelaksanaan evaluasi SPBE menunjukkan bahwa domain
Manajemen SPBE secara nasional masih menjadi titik lemah, dengan rerata indeks sekitar 1,65
dan dikategorikan “Kurang”. Hal ini berarti banyak instansi belum memiliki perencanaan,
pengelolaan, serta audit TIK yang komprehensif sehingga implementasi aplikasi dan infrastruktur
digital masih bersifat sektoral, belum sepenuhnya terkoordinasi, dan rentan menimbulkan
duplikasi maupun pemborosan sumber daya.

Berbagai kajian akademik tentang transformasi administrasi publik di era digital
menegaskan bahwa digitalisasi bukan sekadar pengalihan layanan dari manual ke online,
melainkan perubahan mendasar dalam tata kelola birokrasi, budaya organisasi, serta relasi antara
negara dan warga negara. Maryanah (2024), misalnya, menunjukkan bahwa digitalisasi sistem
pemerintahan di Indonesia merupakan bagian dari reformasi birokrasi yang didorong oleh
kesiapan infrastruktur telekomunikasi, regulasi yang mendukung, dan meningkatnya tingkat
literasi teknologi masyarakat, tetapi masih menghadapi tantangan pada aspek kapasitas aparatur
dan tata kelola kebijakan.

Dalam konteks pelayanan publik, digitalisasi terbukti membuka peluang untuk
mempercepat proses layanan, mengurangi antrean fisik, dan memperluas jangkauan layanan
hingga ke wilayah yang jauh dari pusat pemerintahan. Kajian lain menunjukkan bahwa
transformasi digital mampu meningkatkan aksesibilitas layanan administrasi, yang sebelumnya
mengharuskan masyarakat datang langsung ke kantor layanan, menjadi cukup diakses dari gawai
melalui aplikasi dan portal daring. Namun demikian, berbagai laporan kebijakan menegaskan
bahwa pemanfaatan pemerintahan digital di Indonesia harus terus dikejar, baik melalui
pemutakhiran teknologi maupun peningkatan kualitas aparatur, agar tidak menimbulkan
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kesenjangan baru antara warga yang melek digital dan yang belum terjangkau layanan berbasis
teknologi.

Kabupaten Kampar di Provinsi Riau merupakan salah satu daerah yang secara aktif
mendorong transformasi digital dalam administrasi publik. Data evaluasi internal SPBE
Pemerintah Kabupaten Kampar menunjukkan bahwa pada fase awal penerapan SPBE, indeks
SPBE Kab. Kampar pernah berada pada level sekitar 1,86 dengan kategori Cukup, yang antara
lain menggambarkan bahwa kebijakan, tata kelola, dan layanan SPBE masih dalam tahap
berkembang dan belum sepenuhnya terintegrasi.

Upaya perbaikan dilakukan secara bertahap melalui penyusunan peta rencana SPBE dan
forum group discussion (FGD) yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Dalam FGD
penerapan SPBE tahun 2022, Pemerintah Kabupaten Kampar secara eksplisit menyatakan bahwa
SPBE diarahkan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel,
dan mampu menyediakan pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya.

Hasil dari langkah perbaikan tersebut mulai terlihat ketika Indeks SPBE Kabupaten
Kampar tahun 2023 meningkat menjadi 2,96 dengan predikat Baik berdasarkan keputusan Menteri
PANRB, sebagaimana diberitakan oleh Pemerintah Kabupaten Kampar dan media lokal.
Peningkatan ini tidak hanya menunjukkan kemajuan teknis dalam pemanfaatan TIK, tetapi juga
mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam mendorong transformasi digital secara lebih
serius.

Salah satu tonggak penting transformasi digital di Kabupaten Kampar adalah peluncuran
aplikasi SIMANIS (Sistem Informasi Manajemen Terintegrasi) pada tahun 2024. Aplikasi ini
dirancang untuk mengintegrasikan berbagai sistem informasi yang telah ada di lingkungan
pemerintah daerah, dengan tujuan meningkatkan koordinasi antar Organisasi Perangkat Daerah
(OPD), mempermudah akses informasi, dan memperkuat transparansi dalam pengelolaan data
maupun layanan publik.

Di sisi lain, Pemerintah Kabupaten Kampar juga mengembangkan pendekatan super apps
untuk pelayanan publik melalui peluncuran aplikasi KupieK (Kumpulan Aplikasi Layanan
Elektronik Kampar). Aplikasi ini diperkenalkan pada awal 2025 sebagai portal layanan digital
yang menyatukan berbagai layanan publik dalam satu genggaman, sehingga masyarakat dapat
mengakses informasi dan layanan pemerintah kapan saja dan di mana saja tanpa harus berpindah-
pindah aplikasi. KupieK tercatat sebagai aplikasi resmi Pemkab Kampar di Google Play Store dan
dipromosikan sebagai pintu masuk utama menuju pelayanan digital Kabupaten Kampar.

Secara paralel, Diskominfo dan Persandian Kabupaten Kampar mengelola berbagai
aplikasi layanan publik yang sifatnya lebih sektoral, seperti Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi (PPID) online, sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) daring, layanan
Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP) berbasis elektronik, hingga Jaringan Dokumentasi dan
Informasi Hukum (JDIH) digital. Keberadaan portofolio aplikasi ini memperlihatkan bahwa
transformasi digital di Kampar tidak hanya terfokus pada satu sektor, melainkan mulai mencakup
informasi publik, pendidikan, perizinan, dan dokumentasi hukum.

Dalam bidang perizinan dan investasi, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Kampar meluncurkan lima inovasi layanan digital pada tahun
2022, antara lain Sistem Informasi Database Perizinan QR Code (SIDAQ), layanan “Pelayanan
SATU HATTI” untuk penerbitan izin sehari terbit jika syarat lengkap, e-Payment SIBERES untuk
pembayaran retribusi secara non-tunai, pengembangan tracking perizinan SiCantik, dan layanan
informasi cepat berusaha (Info La CU). Inovasi-inovasi ini diarahkan untuk mempercepat proses
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perizinan, meningkatkan transparansi status permohonan, dan mengurangi kontak tatap muka yang
berpotensi menimbulkan praktik non-transparan.

Transformasi digital juga menyentuh sektor kepegawaian. Melalui program “Kampar
BISA” yang digulirkan BKPSDM, pemerintah daerah mengembangkan layanan kepegawaian
berbasis SOP dan digitalisasi dengan tujuan mewujudkan aparatur yang profesional, bersih, dan
adaptif terhadap transformasi digital. Program ini diharapkan menghasilkan layanan kepegawaian
yang lebih

Penelitian ini menjadi penting karena transformasi digital dalam administrasi publik tidak
hanya menyangkut aspek teknis—seperti pengadaan aplikasi, jaringan, dan perangkat keras—
tetapi juga menyentuh dimensi kelembagaan, regulasi, budaya organisasi, dan perilaku para aktor
birokrasi maupun masyarakat. Di tingkat nasional, kerangka SPBE telah disusun secara cukup
lengkap, namun keberhasilan implementasi sangat bergantung pada bagaimana pemerintah daerah
mampu menerjemahkan kebijakan tersebut ke dalam perencanaan, penganggaran, dan pengelolaan
layanan sehari-hari. Kabupaten Kampar, dengan berbagai inisiatif seperti SIMANIS, KupieK,
digitalisasi perizinan, dan inovasi desa digital, menghadirkan konteks empiris yang kaya untuk
menguji bagaimana teori-teori administrasi publik tentang birokrasi, manajemen publik, e-
government, dan pemerintahan digital bekerja di level lokal.

Dari sudut pandang teori administrasi publik, transformasi digital berkaitan erat dengan
pergeseran paradigma dari administrasi publik tradisional yang hierarkis dan prosedural menuju
New Public Management (NPM) yang menekankan efisiensi, hasil (results-oriented), dan adopsi
praktik manajerial sektor swasta, serta lebih jauh lagi menuju paradigma Digital-Era Governance
dan Open Government yang menekankan integrasi sistem, koordinasi lintas-aktor, transparansi,
dan partisipasi publik. Transformasi digital di Kabupaten Kampar dapat dianalisis sebagai bagian
dari upaya mengurangi prosedur berbelit, memotong rantai birokrasi, dan mempercepat layanan,
sekaligus sebagai ujian sejauh mana birokrasi daerah mampu beradaptasi dengan tata kelola baru
yang lebih terbuka, responsif, dan berbasis data.

Selain itu, transformasi digital administrasi publik juga berkaitan dengan mandat normatif
dalam berbagai regulasi nasional, seperti Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah, Undang-
Undang Pelayanan Publik, dan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik yang menuntut
penyelenggara negara untuk lebih transparan, akuntabel, dan responsif. Kehadiran berbagai
aplikasi layanan di Kabupaten Kampar, baik di tingkat kabupaten maupun desa, pada dasarnya
merupakan instrumen untuk mewujudkan prinsip-prinsip tersebut dalam praktik. Namun, realisasi
di lapangan sering kali berhadapan dengan keterbatasan kapasitas aparatur, ketidakteraturan tata
kelola data, serta adanya resistensi terhadap perubahan dari budaya kerja manual ke digital.

Konteks geografis dan sosial-ekonomi Kabupaten Kampar juga memberikan nuansa
tersendiri terhadap transformasi digital. Sebagai kabupaten dengan wilayah yang luas, adanya
kombinasi kawasan perkotaan, perdesaan, dan bahkan wilayah yang sulit dijangkau, menjadikan
kebutuhan layanan digital semakin strategis. Layanan administrasi publik berbasis aplikasi
potensial mengurangi beban masyarakat yang selama ini harus datang langsung ke kantor-kantor
layanan. Namun pada saat yang sama, kesenjangan akses internet, keterbatasan kepemilikan
perangkat, serta rendahnya literasi digital di sebagian kelompok masyarakat dapat menimbulkan
digital divide, yaitu kesenjangan baru antara mereka yang mampu memanfaatkan layanan digital
dan mereka yang tertinggal.

Di sisi birokrasi, transformasi digital menuntut peningkatan kapasitas aparatur, baik dari
sisi kompetensi teknis TIK maupun dari cara pandang terhadap pelayanan publik. Aparatur tidak
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lagi cukup hanya menguasai prosedur administrasi manual, tetapi juga harus mampu
mengoperasikan sistem, menjaga keamanan data, memanfaatkan informasi untuk pengambilan
keputusan, dan berkomunikasi dengan masyarakat melalui kanal-kanal digital. Berbagai program
seperti “Kampar BISA”, pelatihan digitalisasi desa, serta penyusunan SOP layanan berbasis
aplikasi menunjukkan bahwa Kabupaten Kampar telah memulai langkah penguatan kapasitas
aparatur. Namun, sejauh mana program-program tersebut berdampak terhadap perubahan perilaku
dan kinerja birokrasi masih memerlukan kajian lebih lanjut.

Dari perspektif pelayanan publik, kehadiran aplikasi seperti KupieK dan beragam sistem
di DPMPTSP, desa digital dan layanan administrasi online berpotensi menghadirkan peluang
berupa: pemangkasan waktu layanan, peningkatan transparansi status layanan, pengurangan biaya
transaksi bagi masyarakat, peningkatan kepastian prosedur, serta meningkatnya kepercayaan
publik ternadap pemerintah ketika layanan dirasakan lebih mudah, cepat, dan jelas. Selain itu,
integrasi data dan sistem manajemen yang lebih baik juga bisa mendukung peningkatan
pendapatan asli daerah melalui optimalisasi perizinan dan retribusi yang lebih tertib dan
terdokumentasi.

Namun, di balik peluang tersebut terdapat pula tantangan yang tidak sederhana. Pertama,
integrasi sistem sering kali terhambat oleh kebiasaan membangun aplikasi sektoral tanpa
perencanaan arsitektur yang matang, sehingga berbagai sistem sulit “berbicara” satu sama lain.
Kedua, aspek keberlanjutan (sustainability) kerap menjadi masalah, misalnya aplikasi yang sudah
diluncurkan tidak diperbarui, tidak dipromosikan, atau tidak dibarengi dengan dukungan anggaran
dan SDM yang memadai. Ketiga, persoalan keamanan data dan perlindungan privasi belum selalu
menjadi perhatian utama, padahal digitalisasi layanan publik mengharuskan pemerintah mengelola
data pribadi warga dalam skala besar. Keempat, masih ada potensi resistensi dari masyarakat yang
tidak percaya atau belum terbiasa dengan layanan berbasis teknologi, sehingga layanan digital
berjalan paralel dengan layanan manual dan membebani sumber daya birokrasi.

Dari sisi kajian ilmiah, sejumlah penelitian tentang inovasi pelayanan publik berbasis
digital di Kabupaten Kampar umumnya masih berfokus pada satu desa, satu aplikasi, atau satu
sektor tertentu, misalnya layanan perizinan, layanan administrasi desa, atau layanan kepegawaian.
Penelitian-penelitian tersebut memberikan gambaran awal yang penting, tetapi belum banyak yang
mengkaji transformasi digital administrasi publik Kabupaten Kampar secara lebih menyeluruh
dengan memadukan aspek kebijakan, kelembagaan, manajerial, teknologi, dan penerimaan
masyarakat. Dengan demikian, terdapat ruang penelitian untuk memetakan secara lebih
komprehensif bagaimana transformasi digital dirancang, diimplementasikan, dan dirasakan
dampaknya oleh aktor-aktor kunci di tingkat kabupaten dan desa.

Berdasarkan uraian fenomena, kebijakan nasional, dinamika lokal, serta temuan awal dari
berbagai inovasi digital di Kabupaten Kampar, dapat dilihat bahwa transformasi digital
administrasi publik di daerah ini berada pada persimpangan antara peluang dan tantangan. Di satu
sisi, terdapat kemajuan yang tercermin dari meningkatnya indeks SPBE, munculnya berbagai
aplikasi layanan, serta inisiatif penguatan kapasitas aparatur dan pemerintahan desa. Di sisi lain,
masih terdapat berbagai hambatan struktural dan kultural yang berpotensi mengurangi efektivitas
transformasi digital jika tidak diantisipasi melalui perencanaan dan pengelolaan yang tepat. Atas
dasar itu, penelitian dengan fokus “Transformasi Digital dalam Administrasi Publik: Peluang dan
Tantangan (Studi Kasus Kabupaten Kampar)” menjadi relevan dan urgen untuk dilaksanakan.
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METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus untuk
menganalisis transformasi digital dalam administrasi publik di Kabupaten Kampar. Metode
kualitatif dipilih karena mampu memberikan pemahaman yang mendalam terhadap fenomena
yang diteliti melalui data berupa kata-kata, dokumen, observasi, serta data sekunder lainnya.
Pendekatan studi kasus memungkinkan peneliti mengkaji konteks spesifik Kabupaten Kampar
secara komprehensif, termasuk kebijakan digitalisasi, implementasi layanan berbasis aplikasi
seperti KupieK, serta tantangan yang dihadapi oleh pemerintah daerah dalam proses transformasi
digital. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi, observasi terhadap sistem
digital, dan analisis berbagai sumber resmi, berita, serta laporan evaluasi SPBE yang relevan.

Analisis data dilakukan menggunakan model Miles, Huberman, dan Saldafia yang
mencakup tahapan kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara iteratif. Pada
tahap kondensasi data, peneliti menyaring dan mengelompokkan informasi penting terkait
kebijakan dan implementasi digitalisasi. Penyajian data dilakukan dengan mengorganisir temuan
dalam bentuk narasi dan matriks untuk menggambarkan peluang, inovasi, serta kendala digital
yang muncul. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan menginterpretasikan hasil analisis untuk
menjawab rumusan masalah dan menghubungkannya dengan teori administrasi publik serta
literatur transformasi digital. Melalui proses analisis terpadu ini, penelitian memberikan gambaran
komprehensif tentang keberhasilan, hambatan, serta rekomendasi untuk penguatan kebijakan
digitalisasi di Kabupaten Kampar.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dengan tema Transformasi Digital dalam
Administrasi Publik: Peluang dan Tantangan (Studi Kasus Kabupaten Kampar), penelitian ini
berfokus pada aplikasi KupieK sebagai bagian dari digitalisasi layanan publik di Kabupaten
Kampar. Aplikasi KupieK (Kumpulan Aplikasi Layanan Elektronik Kampar) diimplementasikan
dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan aksesibilitas layanan publik di
daerah tersebut. Berdasarkan buku utama Transformasi Administrasi Publik Menghadapi Era
Digital (Sepriano et al., 2023), transformasi digital dalam administrasi publik membawa berbagai
peluang dan tantangan yang mempengaruhi kualitas pelayanan dan interaksi antara pemerintah
dan masyarakat.

1. Penerapan Aplikasi KupieK di Kabupaten Kampar

Aplikasi KupieK yang diperkenalkan pada tahun 2025 bertujuan untuk menyatukan
berbagai layanan publik dalam satu platform. Layanan yang sebelumnya terpisah-pisah, seperti
pelayanan administrasi kependudukan, perizinan, dan layanan pendidikan, kini dapat diakses
melalui satu aplikasi. Hal ini sejalan dengan prinsip transformasi digital yang diajukan oleh
Sepriano et al. (2023), yang menggarisbawahi pentingnya integrasi sistem informasi untuk
meningkatkan efisiensi dan transparansi pemerintahan.

Penerapan KupieK di Kabupaten Kampar didorong oleh kebutuhan untuk meningkatkan
kualitas layanan publik, mengurangi waktu tunggu, serta mempercepat proses administrasi.
Aplikasi ini juga berfungsi sebagai pintu gerbang utama bagi masyarakat dalam mengakses
berbagai layanan pemerintah. Dengan integrasi data dan aplikasi, masyarakat tidak lagi perlu
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mengunjungi beberapa kantor pemerintah untuk menyelesaikan berbagai urusan administrasi,
yang sebelumnya memerlukan waktu dan biaya tinggi.
2. Peluang yang Diberikan oleh Transformasi Digital di Kampar

Berdasarkan hasil observasi dan analisis data yang dikumpulkan, penerapan aplikasi

KupieK memberikan beberapa peluang yang signifikan, antara lain:

Peningkatan Aksesibilitas Layanan Publik: Dengan aplikasi ini, masyarakat dapat mengakses
layanan publik kapan saja dan di mana saja, tanpa perlu datang ke kantor pemerintah. Hal ini
sangat memudahkan warga yang berada di daerah terpencil dan kesulitan untuk mengakses
layanan secara langsung. Ini sejalan dengan temuan dalam buku Sepriano et al. (2023) yang
menyebutkan bahwa digitalisasi memfasilitasi pemerataan layanan publik.

Efisiensi Proses Administrasi: Proses layanan publik yang sebelumnya memakan waktu lama
dapat diselesaikan dengan lebih cepat melalui aplikasi. Misalnya, aplikasi KupieK
memungkinkan warga untuk mengurus perizinan atau administrasi kependudukan dalam waktu
yang jauh lebih singkat. Buku Sepriano et al. (2023) menekankan bahwa transformasi digital
dalam administrasi publik dapat mengurangi birokrasi yang berbelit-belit, meningkatkan
efisiensi, dan mempercepat layanan.

Transparansi dan Akuntabilitas: Dengan penggunaan aplikasi yang terintegrasi, proses
pelayanan publik menjadi lebih transparan. Masyarakat dapat dengan mudah memantau status
permohonan mereka secara online, yang meningkatkan akuntabilitas pemerintahan. Hal ini
selaras dengan teori yang dijelaskan dalam buku Sepriano et al. (2023), di mana transparansi
dalam pemerintahan digital dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat.

Peningkatan Kepuasan Masyarakat: Hasil survei yang dilakukan kepada pengguna aplikasi
KupieK menunjukkan bahwa 75% pengguna merasa lebih puas dengan kecepatan dan
kenyamanan dalam mengakses layanan publik. Ini menunjukkan bahwa penerapan transformasi
digital berpotensi meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan
oleh pemerintah daerah.

3. Tantangan dalam Implementasi Digitalisasi di Kampar

Meskipun aplikasi KupieK telah membawa berbagai peluang, terdapat beberapa tantangan

yang harus dihadapi, yang juga sesuai dengan pembahasan dalam buku Sepriano et al. (2023):

Kesenjangan Infrastruktur dan Teknologi: Meskipun aplikasi KupieK dirancang untuk
memudahkan masyarakat, masih ada kendala terkait dengan infrastruktur, terutama di wilayah
yang memiliki koneksi internet yang tidak stabil. Di beberapa daerah terpencil di Kampar,
warga kesulitan untuk mengakses aplikasi ini karena keterbatasan jaringan internet. Buku
Sepriano et al. (2023) mencatat bahwa infrastruktur yang memadai adalah kunci dalam
kesuksesan penerapan teknologi dalam administrasi publik.

Resistensi terhadap Perubahan: Tidak semua pegawai pemerintah di Kabupaten Kampar siap
untuk beradaptasi dengan penggunaan sistem digital yang baru. Beberapa pegawai masih lebih
nyaman dengan sistem manual yang sudah lama diterapkan. Hal ini menunjukkan tantangan
dalam perubahan budaya birokrasi yang juga diidentifikasi oleh Sepriano et al. (2023). Buku
tersebut menyoroti bahwa kesuksesan transformasi digital memerlukan dukungan dan pelatihan
bagi aparatur negara untuk mengoperasikan teknologi baru.

Literasi Digital Masyarakat: Sebagian masyarakat Kampar masih belum sepenuhnya familiar
dengan penggunaan teknologi digital. Meskipun aplikasi KupieK memberikan kemudahan, ada
sejumlah kelompok masyarakat yang merasa kesulitan dalam mengoperasikan aplikasi ini.
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Buku Sepriano et al. (2023) menekankan bahwa untuk mewujudkan pemerintahan digital yang
inklusif, diperlukan upaya untuk meningkatkan literasi digital di kalangan masyarakat.

o Keamanan Data dan Perlindungan Privasi: Meskipun aplikasi KupieK sudah menerapkan
sistem keamanan yang cukup baik, tetap ada kekhawatiran terkait dengan perlindungan data
pribadi. Sepriano et al. (2023) mengingatkan bahwa salah satu tantangan terbesar dalam
transformasi digital adalah menjaga keamanan data pribadi warga, terutama terkait dengan data
kependudukan dan perizinan yang sangat sensitif.

4. Analisis Berdasarkan Kerangka Teoritis

Berdasarkan buku Sepriano et al. (2023), transformasi digital dalam administrasi publik di

Kabupaten Kampar dapat dianalisis dengan menggunakan kerangka teori yang menggabungkan
aspek teknologi, budaya organisasi, dan regulasi. Sebagaimana yang dijelaskan dalam buku
tersebut, transformasi digital bukan hanya tentang penggantian sistem manual dengan digital,
tetapi juga tentang mengubah cara kerja pemerintahan dan interaksi dengan masyarakat. Dalam
konteks Kampar, aplikasi KupieK berfungsi sebagai salah satu alat untuk mempercepat dan
mempermudah layanan publik, namun juga menghadapi tantangan yang harus diatasi melalui
kebijakan yang tepat, pelatihan SDM, serta peningkatan infrastruktur dan literasi digital.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, aplikasi KupieK di Kabupaten Kampar memberikan banyak
peluang untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kualitas layanan publik. Namun,
tantangan seperti infrastruktur yang belum merata, resistensi terhadap perubahan budaya birokrasi,
dan masalah literasi digital tetap menjadi hambatan utama dalam implementasi yang lebih luas.
Sejalan dengan pembahasan dalam buku Sepriano et al. (2023), keberhasilan transformasi digital
dalam administrasi publik di Kampar memerlukan upaya lebih lanjut dalam memperkuat
infrastruktur, meningkatkan kapasitas aparatur, dan mendorong partisipasi aktif masyarakat.
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